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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda 
Praktiknya tidak dipenuhinya kewajiban yang merupakan wanprestasi, ada 2 (dua) kemungkinan yang menjadi alasan, yaitu :

Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun kelalaiannya 
Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian.
 Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu, jika ia sebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu, baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya, dimana kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepadanya (debitur) jika ada unsur kesengajaan atau kelalaian dalam peristiwa yang merugikan itu pada diri debitur yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Sengaja berarti kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh debitur, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Debitur disini belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bias menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah dapat menghindari (dapat berbuat atau bersikap lain) dan dapat menduga (akan timbulnya kerugian). 

Karena keadaan memaksa (force majeure), diluar kemampuan debitur atau debitur tidak bersalah. 

Keadaan memaksa ialah keadaan dimana tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan.
 Vollmar menyatakan bahwa majeure itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga lebih dahulu.
 Keadaan memaksa dalam hukum anglo saxon (Inggris) dilukiskan dengan istilah frustration yang berarti halangan, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar tanggung jawab pihak-pihak yang membuat perikatan (perjanjian) itu tidak dapat dilaksanakan sama sekali.

Keadaan memaksa ini debitur tidak dapat dipersalahkan karena keadaan memaksa tersebut timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa biasa terjadi karena benda yang menjadi objek perikatan itu binasa atau lenyap, dapat juga terjadi karena perbuatan debitur untuk berprestasi itu terhalang seperti yang telah diuraikan di atas. Keadaan memaksa yang menimpa benda objek perikatan dapat menimbulkan kerugian sebagian dan dapat juga menimbulkan kerugian total sedangkan keadaan memaksa yang menghalangi perbuatan debitur memenuhi prestasi itu bias bersifat sementara maupun bersifat tetap.

Dikenal dua macam ajaran mengenai keadaan memaksa tersebut dalam ilmu hukum yaitu ajaran memaksa yang bersifat objektif dan subjektif. Ajaran mengenai keadaan memaksa (overmachtsleer) ini sudah dikenal dalam hukum romawi, yang berkembang dari janji (beding) pada perikatan untuk memberikan benda tertentu. Dalam hal benda tersebut karena adanya keadaan yang memaksa musnah maka tidak hanya kewajibannya untuk menyerahkan tetapi seluruh perikatan menjadi hapus, tetapi prestasinya harus benar-benar tidak mungkin lagi. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam keadaan memaksa (fore majeur) itu adalah sebagai berikut : 

Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan benda menjadi objek perikatan, hal ini tentunya bersifat tetap. 

Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang menghalangi perbuatan debitur untuk berprestasi, ini dapat bersifat tetap atau sementara.

Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan baik oleh debitur maupun oleh kreditur, jadi bukan karena kesalahan para pihak, khususnya debitur.

Apabila dalam suatu perjanjian yang telah ditentukan bahwa objek dari suatu perjanjian akan diserahkan pada waktu yang telah ditentukan, namun pada waktu tersebut objek tidak diserahkan, sedangkan waktu telah tiba untuk diserahkan, maka dalam hal ini dikatakan wanprestasi atau ingkar janji. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, dalam hal ini perlu diperhitungkan akibat dari keterlambatan, apakah merugikan salah satu pihak. Akibat dari salah satu pihak tidak membayar uang yang telah diperjanjikan semula, maka pihak yang lain menderita kerugian.
Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi, maka jika disederhanakan bentuk-bentuk wanprestasi itu dapat berbentuk : 
Debitur sama sekali tidak berprestasi. Debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. Hal ini dapat disebabkan karena debitur memang tidak mau berprestasi atau dapat juga disebabkan karena kreditur objektif tidak mungkin berprestasi lagi atau secara subjektif tidak ada gunanya lagi untuk berprestasi. Pada peristiwa yang pertama memang kreditur tidak dapat bertindak lagi berprestasi, sekalipun ia mau;

Debitur keliru berprestasi. Debitur berprestasi, disini debitur memang merasa telah memberikan prestasinya, yang diterima kreditur pada hal lain dari pada yang diperjanjikan, maka dalam hal yang demikian dianggap bahwa debitur tidak berprestasi. Termasuk penyerahan yang tidak sebagaimana mestinya, dalam arti tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan;

Debitur terlambat berprestasi. Debitur menyerahkan objek prestasinya sudah benar tetapi tidak sebagaimana waktu yang telah diperjanjikan, sebagaimana sudah disebut di atas, debitur digolongkan dalam kelompok terlambat berprestasi kalau objek prestasinya masih berguna bagi kreditur. Orang yang terlambat berprestasi dikatakan dalam keadaan lalai.

Penyewa disebutkan berada dalam keadaan wanprestasi, apabila dalam melakukan pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga terlambat dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan prestasi tidak sepatutnya atau selayaknya. Akibat yang timbul dari wanprestasi ialah keharusan atau kemestian bagi penyewa membayar ganti rugi atau dengan adanya wanpretasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.

Wanprestasi diperlukan terlebih dahulu suatu proses, seperti pernyataan lalai (ingeberkestelling) yang dilakukan penyewa.
 Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1243 KUHPerdata  yang menyatakan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.

Bentuk wanprestasi yang dilakukan para tergugat yaitu (PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai tergugat (pihak yang menyewakan kapal) dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) dengan penggugat (penerima sewa/penyewa) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1116 K/Pdt/2023 adalah :

Tergugat Secara Sepihak Mengganti Kapal TB Trust 36 menjadi Kapal TB Trust 77 yang Memiliki Spesifikasi Mesin Lebih Rendah Dari Spesifikasi Mesin Dalam Perjanjian. 
Tergugat melalui Surat Elektronik (E-Mail) kepada Penggugat, tanpa ada alasan yang jelas secara sepihak menyatakan akan mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77. Adapun berdasarkan Surat Elektronik tersebut, Tergugat memberikan perkiraan/estimasi akan mulai memberangkatkan/ mengoperasikan kapal TB Trust 77 pada tanggal 25 November 2011 dan masih terkait penggantian kapal secara sepihak tersebut, dalam Surat Elektronik tertanggal 12 November 2018, Tergugat menyatakan tidak ada perbedaan spesifikasi antara TB Trust 36 dengan TB Trust 77. 

Pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen, Ship Particular yang diberikan, ternyata kapal TB Trust 77 memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kapal TB Trust 36, dimana mesin kapal TB Trust 77 hanya memiliki tenaga sebesar 1100 HP (Horse Power/ Tenaga Kuda), padahal seharusnya memiliki tenaga sebesar 1299 HP sebagaimana telah disepakati dan ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian.

Kapal TB Trust 77 Sebagai Kapal Pengganti Ternyata diserahkan dalam Kondisi Rusak dan Tidak Layak Operasi.
Selain adanya perbedaan spesifikasi tenaga mesin kapal dengan spesifikasi mesin yang ditetapkan dalam Perjanjian, ternyata kapal TB Trust 77 juga diserahkan kepada Penggugat dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi. Hal ini jelas merupakan pelanggaran terhadap Pasal 14 huruf j Perjanjian yang secara tegas menyatakan Tergugat harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik serta dalam keadaan layak operasi, selain juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 460 KUHD yang mewajibkan Pemilik Kapal/ Pemberi Sewa untuk menjamin kondisi kelayakan Kapal kepada Pencarter/ Penyewa.

Mengacu pada dokumen Berita Acara tertanggal 27 November 2018, diketahui kerusakan-kerusakan pada TB Trust 77 adalah sebagai berikut :

Propeller/ Baling-Baling kiri 1 (satu) daun bengkok 

Propeller/ Baling-Baling kanan 1 (satu) daun patah dan 1 (satu) daun bengkok 

Sea Water Pump/ Pompa Air Laut rusak 

Selanjutnya mencermati ketentuan Pasal 14 huruf j Perjanjian yang menegaskan : “pihak pertama harus menyediakan dan menyerahkan kapal dalam keadaan kokoh, terpelihara dengan baik, serta dalam keadaan layak operasi”, maka jelas tindakan Tergugat yang secara sepihak mencoba menyerahkan kapal yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut merupakan bentuk tindakan pelanggaran terhadap Perjanjian.

Terkait dengan kerusakan-kerusakan pada Kapal TB Trust 77 yang disodorkan oleh Tergugat secara sepihak sebagai pengganti Kapal TB Trust 36, maka dengan menghubungkan ketentuan Pasal 14 huruf j Perjanjian dengan ketentuan Pasal 15 a, maka jelas Kapal TB Trust 77 tidak memenuhi persyaratan untuk dapat dioperasikan (tidak dapat diberlakukan status  on-hire dengan menggunakan TB Trust 77 yang notabene masih belum diperbaiki dan mengandung kerusakan-kerusakan).

Selain dari ketentuan dalam Perjanjian, pengoperasian TB Trust 77 yang mengandung kerusakan-kerusakan tersebut juga akan merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Tergugat selaku Pemberi Sewa untuk menyediakan kapal yang layak bagi Penyewa sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD.

Awak Kapal Tergugat Melakukan Kelalaian Dalam Mengoperasikan Kapal, sehingga Mengakibatkan TB Trust 36/ BG Trust Line 306 menabrak jetty milik pihak ketiga, akibatnya kegiatan bongkar muatan harus dihentikan dan telah terjadi kehilangan muatan berupa pupuk yang merugikan penggugat.

Permasalahan lainnya terjadi pada tanggal 16 November 2018, dimana atas kelalaian Awak Kapal yang diperkerjakan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf c Perjanjian, menyebabkan TB Trust 36/ BG Trust Line 306 menabrak tiang Dermaga (atau yang dalam praktiknya biasa disebut jetty dari pihak ketiga (milik PT. Pelayaran Rimba Megah Armada) hingga mengakibatkan tiang jetty patah.

Akibat  peristiwa tersebut, sama sekali tidak ada laporan kepada Penggugat, baik dari Nahkoda, Awak Kapal, maupun dari Tergugat sendiri. Adapun Penggugat baru mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan teguran dari pihak pemilik Jetty.

Akibat dari adanya kejadian penabrakan tiang jetty oleh Awak Kapal Tergugat, Penggugat dipaksa untuk menghentikan kegiatan bongkar muatan sampai dengan pemilik jetty mendapatkan kepastian pembayaran ganti rugi kerusakan jetty dimaksud dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, seharusnya Penggugat dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan berupa pupuk pada tanggal 22 November 2018. Faktanya, Penggugat baru dapat menyelesaikan kegiatan bongkar muatan pupuk pada tanggal 30 November 2018, itupun setelah Penggugat berusaha keras bernegosiasi dengan pemilik jetty. Hal ini berarti, sejak kapal tiba di Pelabuhan Pontianak pada tanggal 8 November 2018 dan mulai melakukan pembongkaran pada tanggal 13 November 2018, terdapat 8 (delapan) hari keterlambatan bongkar muatan pupuk hingga tanggal 30 November 2018, yang seluruhnya adalah akibat kelalaian awak kapal Tergugat.

Selain keterlambatan bongkar muatan, ternyata awak kapal Tergugat juga lalai dalam menjaga muatan kapal berupa pupuk yang sedang diangkut dalam kapal tersebut. Akibatnya, terjadi kehilangan sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) karung pupuk yang seharusnya diserahkan kepada mitra usaha Penggugat/ PT. Rissantex Cahaya Gemilang. Akibat kehilangan muatan Kapal BG Trust Line 306 berupa 225 karung pupuk tersebut, Penggugat mengalami kerugian karena terpaksa harus mengganti kerugian 225 karung pupuk kepada PT. Rissantex Cahaya Gemilang (mitra usaha Penggugat), senilai total Rp 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu Rupiah). Dengan demikian, Tergugat juga harus mengganti kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 460 KUHD dan ketentuan Pasal 14 huruf c Perjanjian, Tergugat selaku pemberi sewa serta pihak yang menyediakan awak kapal, bertanggungjawab atas keamanan barang yang diangkut, termasuk atas segala kelalaian dari awak kapal dimaksud. Ketentuan lebih lanjut dalam Pasal 14 huruf e menyatakan kehilangan muatan kapal yang disebabkan oleh kelalaian awak kapal menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga Tergugat wajib mengganti seluruh kerugian kehilangan muatan/pupuk tersebut kepada Penggugat.

Pemutusan Perjanjian Sepihak, Penggantian Agen Sepihak, dan Upaya Pengoperasian Kapal Secara Sepihak, yang seluruhnya dilakukan oleh Tergugat Tanpa Seizin/Persetujuan Penggugat.

Meskipun telah terjadi berbagai permasalahan yang sangat merugikan Penggugat, tiba-tiba pada tanggal 28 November 2018, tanpa alasan yang jelas, secara sepihak, dan tanpa persetujuan Penggugat, Tergugat menyatakan akan melakukan pengakhiran Perjanjian.

Penggugat jelas sangat keberatan atas usaha pengakhiran Perjanjian secara sepihak yang diinisiasi oleh Tergugat, sebab kapal TB Trust 77 masih dalam masa sewa dan penggugat membutuhkan kapal tersebut untuk menjalankan kegiatan usahanya. Apalagi Penggugat sudah terlanjur mengadakan kontrak pengangkutan dengan pihak ketiga.

Tergugat terindikasi berniat menggerakkan kapal dari posisi awal di Pelabuhan Pontianak ke wilayah lain secara sepihak dan tanpa persetujuan Penggugat sebagai pihak penyewa yang sah. 34. Bahwa melalui surat Nomor 941/TLM-ltr/O/MF-f/XII/2018 tertanggal 4 Desember 2018, Tergugat terbukti secara sepihak berusaha mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat, dari PT. Andromeda Sentral Pasifik kepada PT. Bogowontor Transporter Nusantara. Adapun dalam surat tersebut, PT. Bogowontor Transporter Nusantara selaku agen baru yang ditunjuk sepihak oleh Tergugat, berusaha meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kapal, meskipun kapal tersebut masih dalam masa sewa dengan Penggugat.

Upaya-upaya Tergugat untuk melakukan pemutusan perjanjian secara sepihak, menunjuk dan untuk menggerakkan kapal tanpa seizin Penggugat, merupakan pelanggaran fatal terhadap Perjanjian. Atas berbagai permasalahan yang merugikan Penggugat akibat tindakan-tindakan Tergugat yang tidak sesuai dengan Perjanjian, Penggugat telah melayangkan Surat Somasi I Nomor 521/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 11 Desember 2018 (Somasi I) yang pada intinya menuntut ganti rugi akibat pelanggaran perjanjian sesuai dengan Pasal 1243 jo. 1246 KUHPerdata.

Akibat  tidak adanya itikad baik dan tidak ada respon apapun dari pihak Tergugat terhadap Somasi I yang telah dikirimkan Penggugat, Penggugat mengirimkan Somasi II Nomor 523/HAS/AS-LT/LL/XII/2018 tertanggal 18 Desember 2018 (Somasi II). Meskipun Penggugat telah mengirimkan Somasi I dan Somasi II kepada Tergugat untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh rangkaian pelanggaran perjanjian Tergugat, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penguggat. Bahkan, secara melawan hokum tiba-tiba Tergugat mengirimkan tagihan yang tidak jelas asal muasalnya dan tidak berdasar hukum kepada Penggugat.

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Tunda Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 
Perjanjian sewa menyewa adalah salah satu bentuk usaha yang dilakukan sehari-hari yang terjadi antara pihak yang menyewakan benda tertentu untuk sekedar memperoleh sejumlah uang dan pihak penyewa untuk memenuhi kebutuhan kenikmatan atas benda tertentu selama waktu tertentu. 

Secara khusus, perjanjian sewa menyewa dapat menjadi mata pencaharian bagi pihak yang menyewakan benda (bisnis) dan dalam hubungan ini, pihak yang menyewakan benda dapat berstatus sebagai pengusaha, produsen (profit oriented), sedangkan pihak penyewa dapat sebagai manusia pribadi, konsumen, badan hukum yang menikmati benda.

Setiap hubungan hukum akan mempunyai akibat hukum, dalam arti menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan hubungan hukum. Demikian juga halnya dengan perjanjian sewa menyewa, akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yaitu antara pihak pemilik barang dengan pihak penyewa. Hal ini dikarenakan hak dan kewajiban itu merupakan suatu perbuatan yang bertimbal balik, artinya hak dari satu pihak merupakan kewajiban dari pihak lain, begitu juga dengan sebaliknya.

Perjanjian sewa menyewa, sama halnya seperti perjanjian lain pada umumnya adalah perjanjian konsensual, artinya ia sudah terjadi dan mengikat pada detik terjadinya sepakat mengenai unsur-unsur pokoknya, yaitu harga dan barang. Kewajiban pihak yang menyewakan adalah menyerahkan kenikmatan suatu barang, sedangkan kewajiban pihak menyewa membayar harga sewa.

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa yang telah ditentukan, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 1550 KUHPerdata. Hak dari penyewa adalah menerima barang yang disewakan dalam keadaan baik, sedangkan kewajibannya diatur dalam Pasal 1560 KUHPerdata.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa :

Pihak yang menyewakan haruslah menyerahkan barang yang disewakan kepada pihak penyewa dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Penyerahan dalam perjanjian sewa menyewa adalah penyerahan yang dilakukan secara nyata dan tidak diperlukan penyewaan secara yuridis. Sesuai dengan kedudukan penyewa atas barang yang disewa, maka dengan penyerahan barang dibawah penguasaan penyewa sudah terjadi penyerahan.

Ahmad Ichsan mengatakan, bahwa :

Suatu perikatan yang lahir oleh karena suatu perjanjian mempunyai dua sudut yaitu sudut kewajiban dan hak-hak yang timbul. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik, suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 adalah PT. Hartakie Ekspres Indonesia (penggugat/penyewa). memiliki kewajiban yaitu :
Bertanggung jawab atas pengoperasian kapal selama dicharter (setelah tanggal On Hire).

Wajib mengoperasikan kapal sesuai dengan kapasitas mesin kapal, tidak diperkenankan memuat melebihi kapasitas yang diijinkan Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh perhubungan laut dan atau Syahbandar, barang-barang illegal dan tidak mempunyai surat-surat resmi dan lengkap serta yang dilarang oleh pemerintah. Segala resiko yang terjadi atas pemuatan barang-barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak kedua, dan pihak pertama dibebaskan dari segala macam tuntutan baik dari pihak ketiga maupun dari hukum yang berlaku dinegara Republik Indonesia.

Membayar harga sewa sesuai dengan kesepatan yaitu perjanjian sewa menyewa kapal yaitu :
Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pembayaran uang sewa bulan pertama saat kapal On-Hire Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)

Pembayaran uang sewa bulan kedua dan seterusnya sampai masa sewa habis Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) per bulannya

PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk sebagai pihak penyewa memiliki hak  yaitu :

Berhak merekomendasikan 1 (satu) orang Master/Kapten dan 1 (satu) orang Chief Engineer’s/KKM apabila standard konsumsi BBM dan speed kapal tidak sesuai dengan target penyewa kapal. Kapten dan KKM bekerja sesuai dengan instruksi penyewa kapal dalam pengoperasian kapal, tetapi assigned di bawah owner dan tunduk sesuai dengan peraturan pihak pertama.

Pemberi sewa dan pemilik kapal secara otomatis wajib untuk menyerahkan kapal yang baik dan layak operasi, menyediakan/mempekerjakan awak kapal yang profesional dan memenuhi standar kelayakan, memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak laut.
Kewajiban dari PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk adalah merupakan hak dari (PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak sebagai tergugat (pihak yang menyewakan kapal) dan begitu pula sebaliknya hal yang merupakan kewajiban yang menyewakan merupakan hak yang diperoleh PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk  selaku penyewa.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. 

Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. 

Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. “Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum”.

Wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat), maka dapat dikemukakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 yaitu :

Duduk Perkara

Para pihak dalam kasus sengketa perjanjian sewa menyewa kapal Tunda (Tug Boat) ini adalah PT. Hartakie Ekspres Indonesia Tbk  selaku penyewa sebagai penggugat melawan PT. Trust Line Marine, PT. Andromeda Sentral Pasifik, Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak pihak yang menyewakan kapal) sebagai tergugat. Adapun kasus posisi/duduk perkara dalam putusan ini adalah penggugat yang merupakan Perseroan Terbatas yang sesuai Akta Pendirian maupun Anggaran Dasarnya antara lain bergerak di bidang Jasa Pengurusan Pengangkutan Barang.

Mendukung kegiatan usaha Pengangkutan Barang tersebut, maka penggugat telah menyepakati Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Tug Boat) dengan Nomor : TB Trust 36 dan Kapal Tongkang (Barge) dengan Nomor : BG Trust Line 306 dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018, dimana Penggugat berkedudukan sebagai penyewa dan tergugat berkedudukan sebagai “pemberi sewa.

Kapal-kapal sebagaimana tercantum dalam Perjanjian, disewakan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal masa On Hire sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 huruf a Perjanjian. Berdasarkan Bukti Pembayaran dan Berita Acara On Hire, masa sewa kapal dimulai pada tanggal 30 Juli 2018, sehingga masa berlaku sewa selama 6 (enam) bulan akan berakhir hingga tanggal 30 Januari 2019 

Akibat penghentian operasi kapal karena penabrakan jetty dan Tergugat juga secara sepihak menyatakan mengganti Kapal TB Trust 36 dengan Kapal TB Trust 77. Ketika kapal TB Trust 77 datang, ternyata mengalami berbagai kerusakan sehingga Penggugat harus terlebih dahulu melakukan perbaikan.  Atas kondisi di atas, kapal dilakukan Off Hire sebagaimana tertuang secara tegas dalam Berita Acara Off Hire tertanggal 17 November 2018, yang ditandatangani oleh Nahkoda Capt. Martianus, Kepala Kamar Mesin (KKM) Cucu AM, serta perwakilan Penggugat selaku Penyewa/Pencharter. 

Berdasarkan Pasal 5 huruf a dan b serta Pasal 14 huruf c, kondisi Off Hire maupun kondisi On Hire, dilakukan dengan suatu Berita Acara. Dengan demikian, seluruh perhitungan hari yang menjadi akibat dari suatu kondisi Off Hire maupun On Hire, dihitung sejak tanggal Berita Acara tersebut. Lebih lanjut Pasal 14 huruf a mengatur bahwa Penggugat bertanggung jawab atas kapal setelah tanggal On Hire, sehingga Tergugat bertanggung jawab atas kapal sejak tanggal Off Hire.

Mengenai status Off Hire ini juga berpengaruh terhadap lamanya masa sewa dan jumlah pembayaran uang sewa yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat. Beberapa pasal terkait hal ini antara lain :

Pasal 14 huruf a menyatakan waktu charter/sewa dimulai setelah tanggal On Hire.

Pasal 11 huruf a menyatakan masa sewa dihitung sejak kapal On Hire, yang akan diikuti dengan pembayaran biaya sewa oleh Penggugat pada saat On Hire tersebut.

Pasal 11 huruf e menyatakan jumlah hari selama Off Hire akan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.

Terkait kondisi Off Hire sejak tanggal 17 November 2018 tersebut, sebelumnya melalui surat elektronik (e-mail) tertanggal 12 November 2018 perihal “Rencana Switch TB Trust 36 dengan TB Trust 77”, Tergugat (melalui Marison F.P.) terlebih dahulu menyatakan seluruh biaya yang timbul menjadi tanggung jawab Tergugat.

Berdasarkan Invoice/Tagihan tertanggal 22 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat dan Bukti Pembayaran tertanggal 26 Oktober 2018 dan 29 Oktober 2018 dari Penggugat, biaya sewa kapal telah dibayarkan dan berlaku untuk periode 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018. Merujuk pada Invoice/Tagihan dan Bukti Pembayaran di atas, ketika Tergugat melakukan Off Hire terhadap kapal tertanggal 17 November 2018, Off Hire tersebut dilakukan saat masih dalam/di tengah periode pembayaran biaya sewa 28 Oktober 2018 s/d 26 November 2018.

Sampai dengan gugatan ini diajukan, Penggugat sama sekali belum menerima Berita Acara On-Hire dari Tergugat. Artinya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Perjanjian, status kapal adalah masih Off Hire dan karena belum ada Berita Acara On Hire, maka Tergugat belum dapat menagih biaya sewa kepada Penggugat. Apabila (quod-non) pada hari ini Tergugat secara sepihak menerbitkan Berita Acara On Hire (yang mana faktanya tidak ada), maka masih ada biaya sewa yang telah dibayarkan Penggugat masih berlaku 9 (sembilan) hari lagi, yang dapat dihitung dari selisih 17 November 2018 hingga 26 November 2018. 

Selain itu, karena belum adanya Berita Acara On Hire, maka sebagaimana telah diatur Pasal 11 huruf a Perjanjian, sejak tanggal 17 November 2018, Penggugat belum dapat diminta untuk melakukan pembayaran uang sewa untuk bulan berikutnya. Bahwa dengan kondisi Off Hire tersebut, maka seluruh tagihan yang diterbikan Tergugat kepada Penggugat terkait biaya sewa, adalah batal demi hukum dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap Perjanjian.

Penggugat  telah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku penyewa dan oleh karena itu memiliki hak untuk memperoleh kenikmatan atas kapal yang disewa sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat merupakan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya, baik Penggugat dan Tergugat wajib untuk memenuhi seluruh ketentuan dalam Perjanjian.

Perjanjian telah diatur mengenai hak serta kewajiban Penggugat dan Tergugat selaku para pihak dalam Perjanjian. Adapun kewajiban pokok dari Penggugat sebagaimana diatur dalam Perjanjian ialah mengenai pembayaran biaya sewa. Ketentuan mengenai kewajiban pembayaran sewa telah diatur dalam Pasal 11 Perjanjian, yang beberapa diantaranya ialah :

Pembayaran deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang wajib dibayarkan saat penandatanganan Perjanjian.

Pembayaran uang sewa dilakukan saat kapal On-Hire. 

Pembayaran uang sewa bulan berikutnya dilakukan sesuai dengan jatuh tempo yang tertera dalam invoice.

Uang Deposit dikembalikan saat Perjanjian berakhir.

Jumlah hari yang terhitung Off Hire kan dihitung secara prorata sebagai pengurang biaya sewa.

Penggugat telah membayarkan deposit 100% dari nilai sewa, yakni sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 11 huruf a Perjanjian, dan juga telah melaksanakan kewajiban pembayaran uang sewa tiap bulannya, dengan nilai sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) per bulan. 

Selain diatur mengenai kewajiban, Perjanjian juga mengatur hak yang diperoleh oleh Penggugat, yakni untuk mengoperasikan kapal selama masa sewa terhitung sejak tanggal On Hire, menerima kapal dalam keadaan baik dan layak operasi, menerima awak kapal yang berkualitas yang disediakan/dipekerjakan oleh Tergugat, serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian.

Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dan mengingat bahwa kapal masih dalam Masa Sewa dan masih dalam Masa Off Hire, maka seharusnya Penggugat memiliki hak penuh untuk memperoleh manfaat/kenikmatan dari kapal yang disewakan, baik mengenai hak-hak Penyewa/ Pencarter Kapal yang diatur secara tegas dalam Perjanjian, maupun yang diatur dalam KUHPerdata dan/atau KUHD.

Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Perjanjian serta kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh undang-undang kepada Pemberi Sewa/ Pemberi Charter Kapal, sehingga menyebabkan kerugian terhadap Penggugat, antara lain dengan cara :

Tanpa alasan yang jelas dan secara sepihak mengganti kapal TB Trust 36 menjadi kapal TB Trust 77, yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam Perjanjian (vide Pasal 1, 2, dan 3) 

Kapal TB Trust 77 sebagai kapal pengganti ternyata diserahkan dalam kondisi rusak dan tidak layak operasi (vide Pasal 15 huruf a dan b) 
Tergugat membebankan biaya perbaikan TB Trust 36 kepada Penggugat (Pasal 15 huruf b) 

Kelalaian Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat berupa menabrak tiang jetty/dermaga, sehingga mengakibatkan kegiatan bongkar muatan terhenti dan terlambat dari jadwal (vide Pasal 14 huruf b dan c jo. Pasal 460 KUHD) 

Menghilangkan muatan berupa pupuk, hal mana terjadi karena kelalaian dari Awak Kapal yang dipekerjakan oleh Tergugat (vide Pasal 14 huruf e jo. Pasal 460 KUHD) 

Mencoba menggerakkan kapal yang masih dalam Masa Sewa tanpa adanya persetujuan dari Penggugat sebagai pihak yang berhak mengoperasikan kapal (Pasal 10 dan Pasal 14 huruf a dan b) 

Secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas mengganti agen yang telah ditunjuk oleh Penggugat (vide Pasal 14 huruf b jo. Pasal 1550 KUHPerdata) 

Menerbitkan tagihan biaya sewa tanpa dasar hukum, padahal Tergugat mengetahui status kapal masih Off Hire, dan belum ada Berita Acara On Hire (Pasal 11 huruf a, huruf e, dan Pasal 14 huruf a)
Perjanjian Sewa-Menyewa, dapat mengacu ketentuan Pasal  1550 KUHPerdata yang mengatur sebagai berikut : “Pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu adanya suatu janji, wajib untuk memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenteram selama berlangsungnya sewa…”

Selain itu sebagaimana dikemukakan, ketentuan Perjanjian Sewa Menyewa Bagian Kapal berdasarkan Jangka Waktu juga diatur dalam KUHD, antara lain pada Pasal 460 KUHD yang mengatur sebagai berikut : “Bila diadakan pencarteran menurut waktu, yang mencarterkan harus menyediakan kapalnya untuk digunakan oleh pencarter, dan selama berlangsungnya perjanjian itu menjaga agar tetap dalam keadaan cukup terpelihara, cukup dilengkapi dan diberi anak buah kapal dan cocok untuk penggunaan seperti yang ditunjuk dalam carter-partai. Ia menjamin kerugian yang diderita oleh pencarter akibat keadaan kapal…”

Berdasarkan ketentuan Pasal 460 KUHD tersebut, maka dapat disimpulkan kewajiban-kewajiban Tercarter/ Pemberi Sewa/ Pemilik Kapal berdasarkan undang-undang adalah sebagai berikut :

Memelihara kapal dengan sebaik-baiknya sehingga kapal tetap layak guna;

Melengkapi kapalnya dengan alat perlengkapan yang memenuhi standar kelayakan 

Melengkapi kapalnya dengan awak kapal dan Nahkoda yang cakap serta bertanggungjawab dan sesuai dengan tujuan pencarteran/ sewa Kapal 

Adapun jika kewajiban-kewajiban/ prestasi-prestasi tersebut tidak terlaksana dan Penyewa menderita kerugian sebagai akibatnya, maka Pemberi Sewa wajib mengganti segala kerugian Penyewa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, penggugat (pihak kedua dalam perjanjian) maupun tergugat (pihak pertama dalam perjanjian) memiliki kewajiban, baik sebagaimana ditentukan secara eksplisit dalam Perjanjian, maupun mengenai hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, untuk melaksanakan apa yang diperjanjikan. 

Berdasarkan seluruh uraian dan dihubungkan dengan fakta dimana Tergugat tanpa alasan yang sah tetap tidak memenuhi tuntutan agar melaksanakan kewajiban-kewajibannya setelah Penggugat mengirimkan Somasi I dan II, maka unsur “lalai” dalam Perbuatan Ingkar Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 juga telah terpenuhi. Sehingga Tergugat wajib dihukum untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Penggugat. 

 Lebih lanjut karena dalam Perjanjian tidak diatur mengenai syarat-syarat pengakhiran Perjanjian yang belum lewat masa waktunya, maka Perjanjian tersebut hanya dapat diakhiri melalui putusan pengadilan. Dengan demikian, sehubungan dengan perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat, maka melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyatakan Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat berakhir pada tanggal diputusnya perkara ini, atau setidak-tidaknya pada saat tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian.

Akibat dari perbuatan Wanprestasi dan itikad tidak baik Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian, Penggugat mengalami berbagai kerugian baik materiil maupun imateriil, serta terhambat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana dapat dirinci sebagai berikut (Pasal 1243 jo. 1244 jo. Pasal 1246 KUHPerdata). Selain dari kerugian materiil, tindakan Tergugat mengakibatkan tercemarnya nama baik Penggugat selaku perusahaan jasa pengangkutan di mata pihak ketiga yang ingin menggunakan jasa Penggugat. Selain itu, karena sampai saat ini status kapal masih Off Hire dan Penggugat tidak dapat menjalankan kegiatan usahanya berupa jasa pengangkutan, maka sangat wajar dan patut apabila Penggugat menuntut kerugian immateriil sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
Berdasarkan gugatan dari penggugat, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang amarnya berbunyi bahwa Dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard). Adapun pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas dalam memberikan putusannya adalah sebagai berikut :

Ternyata yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat adalah perbuatan wanprestasi yang menurut Penggugat telah dilakukan Tergugat sehubungan dengan adanya Perjanjian Sewa-Menyewa Kapal Tunda (Tug Boat) dengan Nomor : TB Trust 36 dan Kapal Tongkang (Barge) dengan Nomor : BG Trust Line 306 dari Tergugat berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018.

Tergugat sebaliknya menyatakan bahwa justru Penggugat lah yang telah melakukan perbuatan wanprestasi dan memiliki kewajiban yang harus diselesaikan dengan Tergugat 

Dasar hukum pembuktian dalam perkara perdata adalah sebagaimana dirumuskan dalam pasal 163 HIR sebagai berikut : “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu” 

Kedua belah pihak berperkara telah saling bantah, maka kedua belah pihak berkewajiban membuktikan dalilnya masing- masing, dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu 

Dalam menandatangani bukti P-1 yang berupa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, Penggugat diwakili oleh Dillon Hartakie, sedangkan Tergugat diwakili oleh Mateus Darmawan Lesmana, dan ternyata perjanjian tersebut di atas telah memenuhi asas perjanjian pacta sun servanda, yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, sehingga dengan demikian maka ketiga perjanjian tersebut di atas tetap berlaku dan mengikat para pihak yang membuatnya 

Asas perjanjian pacta sun servanda tersebut, jelas bahwa suatu perjanjian hanyalah mengikat para pihak yang membuatnya dan tidak dapat menimbulkan kewajiban ataupun kerugian pada pihak lainnya 

Penggugat selain menarik Tergugat juga telah menarik pihak Turut Tergugat I (in casu PT. Andromeda Sentral Pasifik) dan Turut Tergugat II (in casu Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Pontianak) 

Pihak Penggugat tidaklah dapat menarik pihak Turut Tergugat dengan bebas, karena harus dilihat dan dipertimbangkan dengan baik hubungan antara pihak Turut Tergugat yang ditarik dengan pokok sengketa dimaksud, selain itu perlu pula diuraikan alasan ditariknya pihak Turut Tergugat dalam posita gugatan Penggugat, dan yang paling penting adalah bahwa Turut Tergugat tidak dapat dikenai beban melakukan suatu perbuatan apapun yang berkaitan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat 

Penggugat telah mendudukkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II layaknya seorang Tergugat yang dibebankan untuk melakukan sesuatu, namun dalam posita gugatannya sama sekali tidak dijelaskan hubungan hokum antara Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat (in casu Perjanjian Sewa Menyewa Kapal No. Trust/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018) 

Penarikan pihak Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II oleh Penggugat dalam perkara ini, dan tuntutan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dibebankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan sengketa antara Penggugat dan Tergugat, telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi error in persona, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard) 

Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvantkelijk verklaard), maka terhadap bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersbut telah dikuatkan oleh  putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 466/PDT/2020/PT. DKI, tanggal 9 Oktober 2020. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta diajukan kasasi dan  dalam  tingkat kasasi Mahkamah Agung nengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia tersebut serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 466/PDT/2020/PT. DKI, tanggal 9 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2019.
Mahkamah Agung mengadili sendiri dan memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi

Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor TRUST/181/TC-HEI/VII/2018 tertanggal 13 Juli 2018 berakhir demi hukum pada tanggal diputuskannya perkara ini atau setidak-tidaknya pada tanggal 30 Januari 2019, sesuai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian.

Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi: Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
Analisis Kasus
Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan :

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. 

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pdt/2023 tersebut, maka jelaslah bahwa Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TCHEI/ VII/2018 yang telah disepakati Tergugat berkewajiban menyediakan Kapal TB Trust 36/B5 Trust Linu 306, namun ternyata kemudian diganti oleh Tergugat menjadi TB Trust 77 yang memiliki spesifikasi mesin yang lebih rendah dari yang diperjanjikan dan mengalami kerusakan dan mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, sehingga Tergugat telah terbukti wanprestasi.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 466/PDT/2020/PT DKI, tanggal 9 Oktober 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN Jkt.Sel, tanggal 4 Desember 2019 serta Mahkamah Agung  berdasarkan bukti (P-2a) dan (P-2b) serta telah diakui oleh Tergugat dalam rekonvensinya, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang deposit sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sebagaimana kesepakatan dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TC-HEI/VII/2018.

Berdasarkan bukti (P-10b) pada tanggal 17 November 2018 Kapal TB Trust 36 dinyatakan telah off hire selama 10 (sepuluh) hari dan baru dibebaskan tanggal 3 Desember 2018. Kesepakatan data Perjanjian Sewa Menyewa Kapal Trust/181/TC-HEI/VII/2018, maka jumlah hari yang terhitung off hire pada bulan berjalan akan dihitung secara pro rata sebagai pengurang biaya sewa pada bulan berikutnya dan berdasarkan bukti berupa invoice tanggal 22 Oktober 2018, Penggugat telah membayar uang sewa hingga tanggal 26 November 2018, maka ganti rugi yang dikabulkan adalah Rp600.000.000,00 : 30 hari = Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sehingga ganti rugi off hire yang dikabulkan dihitung sejak tanggal 17 November – 3 Desember = 10 hari x Rp20.000.000,00 = Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Berdasarkan bukti berupa pemberitahuan hilangnya pupuk sejumlah 225 karung x Rp500.000,00, maka total kerugian adalah sebesar Rp112.500.000,00 (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Berdasarkan bukti berupa Instruksi Pengapalan tanggal 24 November 2018 tidak dapat dilakukan karena adanya kerusakan kapal sejumlah 5.000 m³ x 145.500/m³ = Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah).

Implikasi perjanjian kapal, karena tidak dapat dibuktikan, maka atas ganti rugi ini ditolak. Perbaikan kapal sejumlah Rp13.720.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) telah dapat dibuktikan berdasarkan bukti serta diakui Tergugat, maka atas ganti rugi ini dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka total kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi adalah sebesar Rp1.651.220.000,00 (satu miliar enam ratus lima puluh satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT Hartakie Ekspres Indonesia, dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah wanprestasi, yang menyebutkan Pemohon Kasasi menderita kerugian.

Berdasarkan kasus di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu. Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat), maka menurut penulis perjanjian yang dibuat oleh PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine termasuk perjanjian timbal balik karena melahirkan hak dan kewajiban para pihak.

Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat. 

Pasal 1338 KUHPerdata memberikan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk undang-undang dengan memnggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum dalam hal ini hukum perjanjian sebagaimana halnya yang dimaksud pembentuk undang-undang.

Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan undang-undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine mengikat para pihak, sehingga  wajib melaksanakan prestasinya masing-masing.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.  Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine terlebih dahulu ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting, karena dalam memutus suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian secara tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi.

Perjanjian sewa menyewa kapal tunda (tug boat) antara PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan.. Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh PT Hartakie Ekspres Indonesia dan PT. Trust Line Marine adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu adalah perbuatan menyerahkan hak milik atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, menyerahkan dari kenikmatan dari hak milik itu. 

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai. PT Hartakie Ekspres Indonesia dalam membuktikan PT. Trust Line Marine wanprestasi telah terlebih dahulu melakukan tegoran (somasi) untuk memenuhi kewajibannya tetapi PT. Trust Line Marine tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan semua kewajibannya kepada PT Hartakie Ekspres Indonesia. 
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